Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja
Migran dalam GATS

By sefriani Sefriani



e, o

voORP22 - NO. 6 - TAHUN 2013 ' ' L 18SN:2301-9190
Akreditasi Jurnal miah SK Ne. 52/DIK11/Kep. /2002

N A |

J L R
e T ST e

|3U-1U PENTING DALAM PERMASALAHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL GLOBAL

Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa dalam
Perdagangan Internasional

The Role of European Union’s GSP Governance Under International
Trade Preferences Regime “ The Graduation, De-Graduation, and
Withdrawal Mechanism”

Perdagangan Internasional dan Kehijakan Pengaturan Perdagangan
Komaoditas Pertanian yang Melindungi Petani

Dampak Perdagangan Internasional terhadap kesehatan Masyarakat
di Negara Berkembang

Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS

Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang
Industri dan Investasi




JURNAL HUKUM BISNIS

AKREDITASI JURNAL ILMIAH SK No.52/DIKTI/Kep./2002

Volume 32

No. 6 Tahun 2013

YAYASAN
PENGEMBANGAN
HUKUM BISMIS

BUSINESS LA DF VELDPMENE FOUNDRIIDN




Volume 32 No. 6 Tahun 2013 [SSN; 2301-9190

Dewan Redaksi

Prof. Dr. 5t. Rem{l jehdeini, SH
Dr. Tiip Ismail, SH., MH

Pelaksana Penerbritan

Pemimpin Umunv/Redaksi:
DeW ita Ramelan

Wiakil Penimpin Umum/Redaksiz
Dr. Myrma Laksman - Hunley
Produlsi:

C_% Nomor Ini

Pengantar........msmmnmmmmn iii
Editorial

Artikel Utama

Dr. Mutiara Hikmah, SH, MHum

Arbitrase i Forum Penyelesaian Sengketa dalam
Perdagangan Internasional...... 459
The Role of Eurgpean Union's GSP Governance Under

International Trade Prefevences Regimie “The Graduation,
De-Graduation, and Withdrawal It i 70

Dr. Sefriani, SH, M.Hum
Quio Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS......... 498

Drs, Trisno Raharjo, SH, MHum
Perdagangan Internasional dan Kebijakan Pengaturan
Perdagangan Komoditas Pertanian yang Melindungi Petani........ 509

Dra. Sri Wartini, SH, Mﬁlum]"hD
mﬁn Masymdi Negara Berkembagg- 518

Artikel Pendamping
Dr. H. Diafar Al Bram, SH, MH, SE, MM, BCKN, CME MAP

Fasilitas (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk)
Guna Menunjang Industﬁlém Investasi i 532

Peraturan Perundang-undangan

U -Undang Nomor 7 Tahun 1994
Pengesahan Aggreement Establishing
The World Trade Organitation . 551

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tent
Pengesahan Aagéemmt stablishing .
The World Trade Organitation 553

Undang-U Nomuor 30 Tahun 1999

Aritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ... 563
tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981

tentang Pengesahan Konvensi Newyork Tahun 1958 578

Indek 582

JURNAL HUKUM BISNIS




ARTIKEL UTAMA
s ———

438

JURNAL HUKUM BISNIS




ARTIKEL UTAMA
e T—

SEFRIANI

Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia
sefri_ani@yahoo.com

QUO VADIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN
DALAM GATS

Recently, the number of migrant
worker, categorized as mode suppy
4 under GATS has increased. Tﬁe
purpose of this article to analyze how
the regulation of trade in services
refatedg with migrant worker and what
factors caused the lack of regulation
of trade in services under made
supply 4 which impact to the great
number of trade barrier in the trade in
services. Differently than GATT that

overned irade in goods completely,

ATS does not governed s'pecjﬁcalcfy
for liberalization on services trade
especially for mode supply 4. In the
services trade the superior is national
law where thework conducted especially
related with immigration and labor law.
The state is only legally binded toward
its commitment in the its schedule of
commitment. There 4 factors caused this
condition arelack ofbinding multilateral
treaty regarding migration of migrant
worker; opinion that migrant worker
only give advantages toward home
state; 3Pinion that migrant work give
many disadvantages toward developed
country as host state; bad impact of
the presence of migrant worker; also
opinion regarding expensive cost

ould be paid by the migrant worker,
home state also home state.

Key word: migrant worker, GATS
(General Agreement on Trade in
Services), trade barrier, liberalization,
worker provider

Dewasa ini umlal = %
semakin n;l;l\gkat Pmmgangéﬁaﬁa'm
kerja migran masuk kategori e supply 4
dalam GATS. Tulisan ini bertujuan ist
bagaimana pengaturan perdaganganjasa tenaga
kerjamigrandalam GATSdan iang

kanrninimnya
GATS mode suppy 4
banyalmynhambamnymg diﬁ
mmdehﬂpadaga:@nbmﬁguka IS

khususnya mode supply 4. Pada perdagangan
jasa yang superior adalah hukum nasional
ktummyaaﬁmnmﬁgraddmkem—mﬁ
di negara tempat jasa atau pekerjaan
Perlindungan kepentingan negara diwujudkan
dalam komitmen yang diberikannya dalam
schedule of commitment. Negara hanya terikat
komitmen yang sudah diberikannya.
ya ditemukan 4 (empaf) fakfor
penyebab minimnya hu-anmﬁde;upply
4 dalam GATS, yaitu atau hampir tidak
turan multilateral yang memiliki

INETup: ya yang
ditimbulkan oleh membanjimya tenaga kerja
migran seria pm\dangan biaya unggl yang
harus dibayar baik oleh si tenaga keja migran,
niegara asal maupun negata fujuan,

Kata kunci: tenaga keja migran, GATS
(petjanjian umum perdagangan jasa), hambatan
perdagangan, liberalisasi, pemasok tenagaketja.

428

JURNAL HUKUM BISNIS




Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja adalah salah satu
isu penting yang muncul di perdagangan
internasional dewasa ini. Teori tentang
cnifas! manusia pertama kali diperkenalkan
oleh Ernest Ravenstein pada tahun 1889.
Setelah memperhatikan data sensus
Mdud;kdian Inggris dan Wales kala itu, dia
men bahwa migrasi dipenﬁamht
oleh proses "pushg;u.’l”, din%na kond:[so tidak
menguntun; i satu tempat ‘mendorong’
manusia mstku‘icnkeluan Sebgfiknya, kondisi
yang menguntungkan di tempat lain akan
‘menarik’ manntllrs.Fa untuk per%i ke daerah
tersebut. Banyak teoretisi yang mengikuti
jejak Ravenstein. Teori-teori dominan yang
diusung para akademisi kontemporer kurang
lebih merupakan variasi dari kesimpulannya,!

Salah satu turunan dari teori Ravenstein,
seperti dituturkan Andrew Heywood (2011),
menyatakan bahwa secara umum terdapat
dua teori tentang migrasi. Teori Individual
menyatakan bahwa perpindahan manusia
terjadi atas pertimbangan rasional individu
yang didorong oleh harapan mendapatkan
kehidupan yang lebih baik. Teori ini
menekankan pada daya tarik ekonomi yang
terdapat pada negara tujuan sebagai faktor
penarik (pulled) seseorang untuk igrasi.
Teori kedua adalah teori struktural yang
menekankan pada pertimbangan struktur
sosial, politik, ekonomi di negara asal yang
mengharuskan seseorang meninggalkan
negaranya. Dalam teori ini dikatakan bahwa
seseorang pushed (terdorong) bermigrasi
karena persoalan seperti bencana alam,
kemiskinan, instabilitas politik dan sosial di
negara mereka

Di era kontemporer cukup banyak faktor

ang membuat manusia bermigrasi, Menurut

, kekuatan pendorong migrasi perbitruhan

intemasional disulut oleh tiga faktor umum

yang juga merupakan faktor penentu kunci:

1. “tarikan” dernografidan kebutuhan-

kebutuhanpasar kerja di negara-negara yang
berpenghasilan tinggi;

2. “dorongan” perbedaan upah dan tekanan-

tekanan krisis di negara-negara yang belum
berkembang; dan/atau

| hitp:ifwww.csiss.org/classics/content/90, diakses 20Apus-
tus 2013
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3. berdirinya jejaring antarnegara berdasarkan
keluarga, budaya, dan sejarah.
Selanjutnya ILO juga menyatakan bahwa
dari sudut pandang para migran, migrasi
sering menjadi strategi mata pencaharian,
karena kebanyakan migrasi dilakukan untuk

keperluan ekonomi. Migrasi meru hasil
keputusan yan M&Mﬁﬁﬁﬁdu

dan kelua:ga-ieluarga yang mencari solusi
terbaik, dengan kesempatan-kesempatan
dan kezherbatasm-keterbatasan yang mereka

Berlebih pada jumlah tenaga kerja
khususnya tenaga kerja kasar atau yang
sering disebut dengan low skilled atau unskilled
labor tetapi minus dalam hal ketersediaan
modal dan teknologi merupakan kondisi
di negara-negara selatan g':tng mayoritas
merupakan negara sedang berkembang dan
terkebelakang. Kondisi sebaliknya terjadi
pada negara-negara utara. Ketidaksetaraan
distribusi modal dan tenaga kerja (labor)
yang merupakan faktor-faktor produksi
terpenting sebagaimana digambarkan di atas
juga merupakan faktor pendorong terjadinya
migrasi tenaga kerja.3

Faktor pendorong terjadinya migrasi
tenaga kerja berikutnya adalah minimnya
lapangan pekerjaan di negara asal dan
a anﬁa perbedaan tingkat upah yg cukuaﬁ
signifikan, dimana di negara tujuan up
}'anﬂgi diberikan untuk pekerjaan yang sama
ebih besar dibanding di negara asal. Hal
ini berpengaruh pada meningkatnya arus
migrasi baik tenaga kerja terdidik atau
profesional mat;gm tenaga kerja yang tidak
terdidik (unskilled labor). Tenaga kerja terdidik
umumnya bekerja membenian' jasa seperti
ahli mesin, komputer, guru dan dosen, dokter,
dan lain-lain. Adapun bagi yang masuk
katefﬂori tidak terdidik atau tidak berkeahlian
(unskilled migrant worker) atau sering disebut
juga keahliannya rendah (fow skilled worker)
umumnya bekerja memberikan jasa sebagai
kuli bangunan, pembantu rumah tangga,
juga buruh pabrik. Faktor-faktor pendorong
{pushed) lainnya adalah kemiskinan, bencana
alam, tekanan pemerintah, serta daya tarik

2 1LO, Hak-Hak Pekerja Migran-Buku pedoman, 2006:15

3 Mario Panizzon, “Bitatesal Migration Agreement and The Tem-
porary Movement of Persons under Mede 4 of GATS”, Working
Paper n0.77, University of Oxford, 2010:3
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ekonomi negara-negara maju.4 :
Teori ekonomi klasik menyatakan bahw.

antara perdagangan barang, jasa buruh
migran, dan investasi sali tikan,
saling mendukung tercapainya efisiensi dan
maksimalisasi ekonomi global, sehingga
seharusnya diusahakan penghapusan-
penghapusan hambatan yang dilakukan di
agangan barang, juga investasi berlaku
ga untuk perdagangan jasa dalam bentuk
kehadiran tenaga kerja miiran (natural
person) di negara tempat pekerjaan atau
jasa itu djlakv.ﬁ(an. Menurut teori ini setiap
negara akan mengekspor barang yang dapat
mereka produksi dengan harga murah dan
akan mengimpor barang yang tidak dapat
mereka produksi sendiri harga murah.
Apabila hal ini diterapkan pada perdagangan
jasa, hambatan migrasi dicabut antara negara-
negara yang memiliki perbedaan upah
tenaga kerja, maka pekerja dari negara yang
upahnya rendah a mengalir ke negara
yang memberikan upah lebih tinggi. Para
tenaga kerja migran diuntungkan karena

men; dl;at upah yimg lebih tinggi daripada

yang diperolehnya di negara asalnya, dan
perusahaan pengguna tenaga kerja akan
diuntungkan karena akan mengeluarkan
ongkos produksi lebih murah karena ia tidak
harus membayar upah setinggi upah untuk
warga lokal. Dengan demikian, tercapailah
cita-cita kesejahteraan global 5

Di perdagangan bebas untuk barang dan
investasi terjadi progresivitas yang luar biasa.
Atas nama menuju kesejahteraan global,
hampir semua hambatan perdagangan
dilarang dan akses 1!.:tas.ar dibuka seluas-
luasnya. Seharusnya hal ini juga diterapkan
pada perdagangan jasa. Namun, fakta
yang ada menunjukkan bahwa hanya Uni
Eropa melalui instrumen regionalnya yang
mengijinkan akses pasar seluas-luasnya bagi
migrasi semua tingkat keahlian tenaga kerja
yang ada di Uni Eropa.6 Dibelahan wilayah
lain, berbagai hambatan dialami para tenaga

4 Ibid,

§ Jennifer Gordon., “People are not Bananas: How immigration
Differ From Trade™, 104 Nw.U.L.Rev.1109,2018:1112

& Demetrios G, Papademetriou, Madeleine Sumption & Will
Somerville, Migration Policy Inst., Migration and the Economic
Diownrurn: What éo Expect in the European Uinion 2-6 (2009),
nuipe/f www.migralionpolicy.orgftransatlantic/EU_Reces-
sion_backgrounder.pdf., diakses & agustus 2013

kerja migran khususnya terkait masalah

imigrasi.
fggmbatasan-pembatasan imigrasi,
dokumen-dokumen standarisasi keahlian
yang rumit, pajak pekerja asing yang tinggi,
pembatasan ijin tinggei‘l; pembatasan jenis
kerjaan yang boleh dilakukan, pembatasan
-hak yang diterima oleh paraburthmigran,
juga min.ilmyadperlindungan kerjabagiburuh
migran dibanding untuk pekerja domestik
adalah sedikit contoh tidak seimbangnya
liberalisasi perdagangan untuk barang dan
investasi dibandingkan dengan liberalisasi
perdagangan jasa yang diberikan oleh para
tenaga kerja migran.’
Banyaknya hambatan yang dihadapi para
tenaga ketja migran tentu merupakan suatu

kenyataan yang tidak menguntungkan bagi
negara pemaaﬁ tenaga kerja yan mcmxh%
keunggulan komparatif berupa berlimpahnya

jumlah tenaga kerja khususnya tenaga
kerja yang tidak berkeahlian atau yang
ke;]hliamya rendah. Akan sulit bagi negara
asal tenaga kerja migran memperjuangkan

- hak tenaga kerja migrannya melalui instrumen

perdagangan internasional ketika aturan
ang ada sangat minim dan tidak ada

larangan bagi negara tuan rumah untuk

memproteksi buruh dalam negeri dengan
kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan
sangat menyulitkan atau memberatkan
para tenaga kerja migran. Dibandin%;kan
dengan General Agreement on Trade and Traiff
(GATT) dan Tade Related Investment Measures
(TRIMs), General Agreement on Tarde in Services
(GATS) memang sangat minim mengatur
penghapusan hambatan perdagangan jasa,
khususnyajasa yang diberikan oleh low skilled
migrant worker.
Dari paparan di atas pertanyaan yang
muncul adalah bagaimana sesungguhnya
aturan perdagangan bebas sector jasa
di bawah GATS/WTO khususnya yang
menyangkutpenlaganianjasa yang diberikan
tenaga kerjamigran? Faktor-faktor apakah yang
menyebabkan GATS sangat minim mengatur
Mode Supply 4 (movement of natural persons)
yang berakibat pada banyaknya hambatan
perdagangan untuk sektor jasa, khususnya
jasa yang diberikan oleh tenaga kerja migran di
negara tempatjasa atau pekerjaan dilakukan?

7 Jennifer Gordon, op.cit; 1117
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GATS dan Pengaturan Perdagangan Jasa
Tenaga Kerja Migran

Jasa menurut Kamus Umum Bahasa
EBdonesia adalah sesuatu yang kita lakukan
yang a bagi orang lain.? Adapun
menurut Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Indonesia, yaitu UU Nomor 8
Tahun 1999, jasa diartikan sebagai setiap
layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat
untuk tkan oleh konsumen.?

Adapun Pasal 1 Paragraf 3 (b) General
Agreement on Trade in Serwvices (GATS)
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan
jasa meliputi semua jasa pada setiap sektor

adalah setiap jasa yang dipasok bukan atas
dasar pertimbangan komersial dan bukan
i i pemasok jasa lain.!* Dari
pa Yirg Blelickan oeh Fasel T el
atas, tampak bahwa GATS tidak memberikan
definisi apa yang dimaksud dengan jasa.
Memang bukan merupakan pekerjaan
yang mudah untuk memberikan definisi yang
dapat diterima oleh semua pihak. Dalam
upaya menjelaskan apa yang dimaksud
dg:lgan jasa pada umumnya yang dirujuk
adalah p antara barang ) dan

jasa berdasarkan apa yang tam

pertama
kali dilihat.! Benda digambalian sebagai

§ Badudy, I.S. & Sotan Mahmud Zain, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996:559

9 Pasal 1(5) ULl Nomor 8 Tohun 1999 wenmng Perlindungan
Konsumen

10 Misalnya penunjukan mantan Perdana Mentri Singapura Lee
Kwan You sebagai konsultan ekonomi pemerintah di era Pres-
iden Gus

11 Dalsm hukum perdata Indonesia dikenal adanys kasus pencurian
listrik yang mempermas bahwa listrik bukanlah benda
karena tidak dapat di dilihat. Istillab jasa tidak dite-
mukan dalam KUHPerdata, namun demikian dapat dirujuk pasal
1603 dimana jasa dapa digolonghan dalam suaty perjanjian untuk
melakukan suatu pekerjaan, Menurut Subekii hal ini ibedas
kan antara pemborongan pekerjaan (aanneming van yait
suatu perjanjian dimana sam pihak menyanggupiuntuk keperluan
pihak lai melalukan suat pekeriaan tertentu dengan pem-
Ihayaran ditentukan pula, seperti pekerjaan pemborongan
bangunan, fukang jahit pakaian dan rukang reparasi mobil, Di
samping it ada pula perjanjian untuk melakukan pekesjaan lepas,
misalnya seorang dakwer gigi yang mencabut gigi pasiennyn,
seorang kuli  yang mengangkut barang. Subekti, Pokok-pokok
Hukum Perduta, cetakan XX, Bandung: P.T Infermasa, 1985:174
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N
yang bersifat material, dapat dipegang,
dilihat, disimpan (storable), serta tida
mensyaratkan adanya kontak langsung (direct
interaction) antara produsen (producers) dengan
konsumennya (consumers).'? Sebaliknya jasa
immaterial (immaterial goods), tidak
dapat dipegang (intangible), tidak dapat
dilihat {invisible), mensyaratkan waktu yang
bersamaan antara proses produksi dan
konsumsi (required simultaneous production and

W i ).13
karakteristik pragmatis
seperti tersebut di atas belum dapat
memuaskan sernua pihak. Karakteristik jasa
sebagai sesuatu yang immaterial (immaterial
goods) sebagaiilana dikemukakan di atas
pada dasarnya banyak menimbulkan kritik.
Sifat tidak dapat dipegang misalnya, sulit
untuk dapat diterima dalam kaitannya
an program perangkat lunak komputer
dalam suatu disket. Demikian halnya dengan
sifat tidak dapat dilihat dalam kaitannya
dengan j teater dan jasa potong
rambut, sifat tidak dapat disimpan dalam
kaitannya dengan telpon yang difasilitasi
mesin penjawab otomatis, serta syarat kontak
langsung dalam kaitannya dengan Anjungan
Tunai Mandiri (ATM).1
Dalam kaitannya dengan definisi jasa
tersebut di atas, penting untuk dikemukakan
definisi yang diberikan oleh T.P Hill bahwa
yanﬁimal:sud dengan jasa adalah:!5

A change in the condition of a person , or of§)
good belonging to some economic unit, which is
brought about as the result of the activity of some
other economic unit with the prior agreement of
the former person or economic unit.

Dari definisi di atas tampak bahwa T.P Hill
menekankan perlunyamelakukan pembedaan
antara kegiatan (proses) menghasilkan jasa

12 Untuk memperoleh tertentu yang dinginkannya, sessorang
dzpat membeli langsung tanpa harus ikut dalam proses produksi
benda tersebut, bahkan ia dapat hanya tinggal memesan barang
fersebut dari pihak produsen atau pedagang terenty untuk dikirim
ke alamammya.

13 Dapat dicontohkanmisalnya, jasa yang diberikan oleh tukang culour

but, permunjukan konsér mustk, b Itasi dengan phisiak

14 UNCTAD , Liberalizing International Transactionis in Services:
a , New York: United Nations, 1994:1-2

15 TP Hill, “Cn Goods and Scrvices,” dalam Review of Incorne and
Wealth, 1977:315, sebagaimana dikutip oleh UNCTAD, Liberal-
izing International Transactian in Services, Ibid
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dengan diBputnya (produk jasa). Suatu hasil
(output) dari kegia}:)arﬁc}asa yang dimaksud
oleh T.P Hill adalah perubahan kondisi dari
bi;adn atau orang yang mengalami proses

i jasa,16

. Masih ]Sc;szllam kaitannya dengan definisi
jasa, meskipun tidak memberikan batasan
mengenai apa yang dimaksud dengan jasa,
Jadgis Bhagwati mengemukakan bﬁa hal
yang membedakan jasa dari barang adalah
sifat tidak dapat disimpan (non-sforability),
yang berarti bahwa jasa dikonsumsi pada
saat diproduksi atau bersifat simultan,!” serta
adanya interaksi (inferaction) antara pengguna
jasa dengan penyedia jasa. Terhadap sifat
yang kedua ini, lebih lanjut Jadgis Bhagwati
membaginya dalam dua kategori, yaitu jasa
yang mensyaratkan kedekatan fisik (physical
proximity) serta jasa yang tidak mensyaratkan
adanya kedekatan IisiE (physical proximity
inessential).

Sulitnya memberikan definisi jasa
memunculkan pengklagffikasian sektor
jasa. Secara internasional terdapat tiga cara
_pengklasifikasian, Pertama, klasifikasi sektor
jasa dalam neraca pembayaran ng terdiri
atas jasa transportasi, perja{amn, omunikasi,

* konstruksi, asuransi, keuangan, komputerf.

royalti, dan jasa-jasa lain. Kedua, Klasifikasi
dari GATS dimana jasa dibagi dalam dua
belas sektor, yaitu jasa bisnis, komunikasi,
konstruksi, distribusi, pendidikan,
lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata
(Fourisn), rekreasi kebudayaan dan olahraga,
transportasi, serta jasa-jasa lainnya. Ketiga,
Klasifikasi CPC (central product classification)
yang meliputi jasa konstruksi, jasa distribusi
perdagangan, penginapan, pelayanan

i i angan, penyewaan,
real estat, jasa bisnis dan produksi, serta jasa
pelayanan individu, komunitas, dan sosial, !¢

16 Ibid 1

17 Hal ini sebenamya diadopsi dari pendapat T. Hill, meskipon
Jagdis Bhagwati mengakui kelemahannya seperti jasa untuk
memberikan informasi {answering services) yang dapat me-
nyimpan pesan-pesan dari pelanggannya {cistomer). Jadgish
Bhagwati,"Economic Perspective on Trade In Professional
Secrvices™ dalam Joha.H.Jackson, William J.Davey, and Allan
0O Sykes, Legal Froblems of Internavional Econontic Relations
, Cases, Materiols, and Texi on The National and International
Reguiatiotiof Transnasional Economic Refations, Third edition,
West Publishing CO, 1995:395

18 Direkioraleraca Pembayaran dan keriasama Ekonomi Inter-

nasional, Parkembangan Yasa-jasa dan Posisi Indonesia dalam
Perundingan GA1S ke Depan, 2011:12

Dibandingkan dengan perdagangan
barang, perdagangan jasa memang rumguh
belakangan. Sest;%usﬂm dari
negara maju untuk perdagangan
jasa telah ada sejak putaran sebelumnya,
yaitu Putaran Kennedy. Namun akhirnya
perdagangan jasa baru mulai dinegosiasikan
secara lebih serius pada Putaran Uruguay
yang kemudian menghasilkan instrumen
terpisah dari General ent on Trade and
Tariff (GATT), yaitu General Agreement on
Trade in Services (GATS). Putaran Uruguay
sendiri merl.:ipakan c{:utaran ke-8 dalam
perundingan dagang dalam kerangka GATT
{General Agreement on Trade and Tariff). Putaran
ini dikenal sebagai putaran yang memakan
waktu terlama (1986-1994) serta diikuti oleh
paling banyak negara (116 negara).’® Putaran
ke-8 tersebut dinamakan Putaran Uruguay
karena memang perundingannya dimulai
di Punta del Este, Uruguay pada tanggal 20
September 1986.

Meskipun kemunculannya lebih akhir,
kontribusi perdagangan jasa terhadap
pertumbuhan ekonomi internasional maupun
nasional cukup tinggi. Kondisi inilah yang
digunakan oleh negara-negara maju untuk
mendesak dimasukkannya perdagangan jasa ke
dalam skema liberalisasi perdagangan. Laporan
M%Mukkznan;(,dan dadt:GA'Il;l‘Di’ﬂgli
menury ahwa pangsa jasa dalam PDB di
Amerika Serikat mencapai 79%, Jepang 62%,
dan Jerman 62%. Selanjunyaneraca pembayaran
kelom] pok negara maju senantiasa mencatat
surplus untuk perdagangan jasanya. Adapun
d‘:r? indikator ketiga gan'n%;( bahwa lebih dari
65% penduduk di Inggris bekerja di sektor jasa,
di Amerika Serikat mencapai 88%, sementara
di Australia mencapai 83%. Namun demdkian,
menurut Sir Brian Corby, sesungguhnya bidang
jasa tidak hanya menguntungkan negara
maju tetapi memainkan peranan penting juga
dalam perekonomiafflnegara berkembang.
Di sini, bidang jasa dapat menekan angka
pengangguran, menarik masuknya investasi
asing, serta membawa kemajuan di bidang
teknologi®

19 Sebagai perbandingan, putaran pertama hanya diikuti olch 23
negara

20 nﬁn Coby, “The Importance of'a Multilateral Agreement for The
World Economy”, dalam The Uniguay Round and Beyond What
Future for Services Trade Liberalization, Edited by Wordrow,
R Brion & Brown,Chris, Genieva, Switzerland, 19921
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Masyarakat internasional melalui WTO
dan organisasi-organisasi perdagangan

oa:lafmelalui erjanjian multilateral atau
bilateral sangat inmprehensif dan detail
dalam mengbatur masalah perdagangan
barang lintas batas Negara dan juga masalah
investasi. Amerika Serikat misalnya,
berpartisipasi genuh pada WTOjuga menjadi
pihak pada dua regional arrangements,
48 Bilateral Investment Treaties (BITs), dan
15 Bilateral Free Trade Areas (BFTAs)? Di
sektor ini hukum nasional harus tunduk dan
menyesuaikan dengan aturan liberalisasi
yang sudah dibuat sedemikian detail untuk
melindungi para pemasok barang dan
investor asing. Namun, kondisi sebaliknya
terjadi di sektor perdagangan jasa lintas
batas negara dyang langsung diberikan
melalui kehadiran natural person atau
buruh migran di negara tempat pekerjaan
atau jasa dilakukan yang sangat minim
regulasi. Di sini yang superior adalah hukum
nasional khususnya aturan imigrasi dan
ketenagakerjaan di negara tempat jasa atau
pekerjagggdilakukan.

P:id;u lcl gragrafz menetapkan bahwa yang
dim engan a; jasa dalam
T e e

a. dari wilayahsuatu anggota ke dalam wilayah

anggota lain
b. dalam wilayahsuatu anggota untuk konsumen
jasa dari anggota lain
c. melalui keberadaan komersial pemasok jasa
suatu anggota di wilayah anggota lain
d. melalui keberadaan orang pemasok jasa
internasional anggota di wilayah anggota lain
Adapun yang dimaksud dengan pasokan
jasa menurut Pasal XXVII nffliputi produksi,
distribusi, pemasaran, penjualan, dan
penyerahan jasa. Dari apa yang ditetapkan
oleh Pasal 1 Paragraf 2 tampak bahwa dalam
upayanya memberikan batasan mengenai
apa yang dimaksud dengan perdagangan
}fsa, yang berhasil dilakukan oleh GATS
anyalah dengan menetapkan 4 (empat) cara
dilakukannya perdagangan jasa internasional
(mmodes of supply).

21 Chris Brummer, 2007, “The Ties that Bind? Regionalism, Com=
mercial Treaties, and the Future of Global Economic Integration”,
6l Vand. L. Rev. 1349:1355

ARTIKEL UTAMA
T TTE——,

gara yan rtama, perdagangan jasa
imemasiona? m.kukan l:éeari ng.rllafrah ;tau
negara pemasok jasa (supplier) ke dalam
ﬁilegﬂ;ahmgam lain (konsumen) dimana dalam
memberikan jasa tersebut pemasok tidak
memasuki wilayah atau negara konsumen.
Cara I:ang pertama ini dikenal juga dengan
istilah Cross Border Supply (CBS), yang
menekankan pada unsur lintas batas a
dalam pemasokan jasa internasional. Cara

gan j ertama ini, menurut
E?rdern:g:n :ﬂanda Kostecki, hanya

apat ditera terhadap kegiatan jasa

ﬁﬁ mensgl;aratkandkedgkagln ﬁsﬁ: azti:rl%
antara pemasok jasa dengan pengguna jasa 22
Contoh kegiatan jasa yang dapat dilakukan
dengan cara pertama ini antara lain adalah
jasa konsultasi melalui media elektronik,
dan beberapa macam jasa perbankan yang
dilakukan melalui media elektronik, seﬁm
melalui internet, serta melalui telepon (phone
banking).

Cara yang kedua, perdagangan jasa
mtemasmnalfﬂahlkan ancara pengguna

jasa mendatangi pemasok jasa di wilayah
negara yang berbeda.® Cara perdagangan
jasa ini diterapkan terhadap iatan jasa
yang membutuhkan kedekatan fisik antara
k jasa dengan pengguna jasa. Contoh
mpat djke‘;n 2 antara lain bg:r;;?’rﬂh
seorang pasien dari Indonesia yang t
keRumaESakitdiSingapura(iasakesehatan).
Termasuk dalam kategori kegiatan jasa yang
dapat dilakukan dengan cara ini adalah jasa
pendidikan dan jasa pariwisata,2¢
Cara yanE ketiga, dilakukan dengan
cara sok jasa memasuki wilayah atau
negara konsumen dan mendirikan suatu
perusahaan di tempat tersebut untuk tujuan
memberikan jasa. Cara yang ketiga ini
dikenal sebagai cara pemasokan jasa melalui
keberadaan rsial (commercial presence).
Adapun yang dimak4§fld dengan keberadaan
kom]:rsiil lﬁenurut Pasalg)z(‘xvm GATS
adalah segala macam bentuk dari usaha
atau keberadaan profesional (professional

22 Bernard Hoekman & Michael Kostecki. The Political Economicof
The World Frading System From GATT io WTO, Ox ford: Oxford
University Press, 1997:138

23 Caraintdikenal juga dengan istilah perpindahan konsumen (move-
ment of consumer) atau juga Consumption abroad

24 Ihid
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establishment) termasuk dengan cara:

a. Pembentukan, pengambilalihan, atau
menjalankan suatu badan hukum

b. Pendirian atau menjalankan suatu kantor
cabang atau perwakilan dalam wilayah suatu
anggota dengan maksud untuk memasok jasa.

Contoh yang dapat dikemukakan dalam

kaitannya dengan cara ketiga ini antara lain

adalah beroperasinya kantor cabang bank

asing di Indonesia.®

Cara yang keempat, dilakukan dengan
cara kehadiran pemasok jasa di wilayah atau
negaﬂpenggma (movement of natural persons)
baik dalam kapasitas sebagai pegawai suatu
peruszhaan asing maupun dalam kapasitas
sebagai penyedia jasa itu sendiri. Contoh
yang dapat dikemukakan dalam kaitannya
dengan cara keempat ini adalah pegawai
Citibank Amerika gerikat yang bekerja di
kantor cabaniﬁtibank Jakarta, atau seorang
konsultan hukum (lawyer) asing yang bekerja

ada sebuah kantor konsultan hukum di
onesia.?

Perbedaan cara ketiga dengan keempat
adalah apabila cara ya;laghl;etiga mene an
pada keE:diran perusahaan penyedia jasa,
maka cara yang keempat menekankan pada
kehadiran individu penyedia jasa (natural
persm‘;)l. Dengan demikian k:qemestinya jasa
y iberikan para tenaga ketja migran yang
ti?ll.;% terdidik (E:skﬂled migrant worker) yang
hadir di wilayah negara tempatjasa
termasuk kategori cara yang keempat ini
dan semestinya segala hambatan terkait
perdaganganjasa yang diberikan para tenaga
kerja migrant dihapuskan sebagaimana
dihapuskannya segala hambatan untuk
perdagangan barang.

Namun, lampiran GATS tentang
perpindahan orang pemasok jasa (movement
of natural persons) menetapkan bahwa GATS
mode 4 ini hanya mencakup orang yanlg(
berpindah secara sementara bukan untu
tenaga kerja permanen/tetap. Negara dapat
menegosiasikan berapa lama mereka tinggal
berdasarkan jenis pekerjaannya. Orang-
25 Mochtar Kusumaatmadja, “Perjenjian WTO Mengenai Perda-

gan Intemasional Jasa (GATS) Dilihat Dari Perspektif Negara
ang”, Makalah pada Semioar Hulum Perdagangan Jasa

Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, I,

Iokarts, 6 Maret, 1997:19
20 Ibid

orang yang diatur dalam skema GATS mode
4 dibedakan dari orang-orang dari badan
hukum seperti perusahaan dan organisasi.
Negara-negara dapat bebas menentukan ke
mana liberalisasi g:rbasis sektor, termasuk
mode suplai yang mana yang akan dicakup
untuk sektor-sektor tersebuffSelanjutnya,
dinyatakan pula bahwa GATS tidak berlaku
untuk tindakan yang berdampak terhadap
anggota yang mencari akses ke dalam pasar
tenaga kerja suatu anggota dan bagi tindakan
yang menyangkut kewarganegaraan, at
tinggal, atau jaan GATS i
dapat men ng-halangi suatu anggota
untuk menerapkan tindakan pengaturan
orang yang masuk ke atau tinggal sementara
di dalam wilayahnya, termasuk tindakan
yang perlu untuk melindungi integritas dan
menjamin gerakan orang yang secara
tertib melintasi perbatasannya, dengan
syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan
bukan untuk meniadakan atau mengurangi
keuntungan yang dapat diperoleh suatu
anggota dari suatu komitmen spesifik.?’
?r%gzlap masalah men%:.lrangi keuntungan
iberikan catatan bahwa satu-satunya
kenyataan mempersyaratkan adanya visa
bagi orang-orang dari anggota tertentu
dan tidak bagi orang-orang dari anggota

lainnya, tidak boleh dian meniadakan
atau manfaat Egﬂ kan suatu
komitmen spesifik.23

Selain annex tentang movement of natural
person sebagaimana di atas, GATS juga
mengeluarkan decision on professional
serpice, Sesuai judulnya instrumen ini
hanya diterapkan untuk jasa professional.
Instrurnen ini kan bahwa gualification
requirements and procedures, technical standards
and licensing requirement tidak boleh dilakukan
hanya sekedar menjadi technical barrier yang
tujuannya untuk menghambat masuknya
tenaga profesional asing ke wilayah negara
anggota. Negara-negara anggota dapat
mengatumnya dalam specific commitment.? Dari
apa yang diatur dalam GATS dan lampiran-
lampirannya ini tampak bahwa GATS sangat
minim mengatur mengenai buruh migran.

27 Lampiran tentang perpindahan orang pemasok jasa berdasarkan
perjanjian (GATS), paragral 2 dan 4
28 Ibid

29 Decision an the professional service
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GATS dan lampiran-lampirannya itu hanya
diberlakukan untuk sekelompok kecil buruh
migran yaitu yang temporary, professional,
contractual service iders engaged in intra-
firm movement dan terbatas hanya untuk the
specific visa commitments that individual states
are prepared to make in the context of broader WTO
negotiations. %

Upaya pembatasan masuknya bar
dari fuar negeri dalam perdagangan bar:i:g
fnumnya dilakukan melalui instrumen
tarif. Adapun dalam perdagangan jasa
int ional hal ini tidak dapat di?aku{can.
mengingat sifat jasa itu sendin yang abstrak,
masuk ke suatu wilayah tidfk melalui
pelabuhan (customs), tidak dapat
dihambat melalui tarif3!1 Bentuk proteksi
yang dapat dilakukan oleh suatu negara
dalam perdagangan jasa internasional
menurut John Sigmund adalah melalui
daftar komitmen (schedule of commitmen) yang
dibuat masing-masing sesuai dengan kondisi
negara tersebut. Daftar komitmen itulah yang
kemudian dinegosiasikan dengan negara-
negara anggota lainnya.3

GATS tidak menyediakan larangan umum
atas hambatan-hambatan atas akses pasar
perdagangan jasa.?® Apakah suatu negara
anggota boleh tetap melakukan hambatan-
hambatan akses pasar sehubungan dengan
jasa tertentu akan terﬁantung ada sejauh
mana anggota tersebut telah membuat
komitmen akses pasar jasa atau sector jasa
yang relevan dalam Schedule of Commitments-
nya® Schedule of commitment terdiri atas
4 (empat) kolom yang terdiri atas kolom
sektor atau subsektor, kolom pembatasan
akses pasar, kolom pembatasan perlakuan
nasional (national treatment) dan kolom
komitmen tambahan. Terkait mode supply
4, umumnya negara menyatakan unbound
pada kolom akses pasar dan national treatment

30 Josathan Goldsmith, “Global Legal Practice and GATS: A bar
viewpoint”, 22 Penn St. Int'i L. Rev. 625:627

31 John Sigmund, “Services”, dalam Business America, 1994:9

32 Ibid

33 Adturan nacional vang mensyaratkan kualifikasi jasa atau kuali-
fikasi pemberi jasa serta settifikat-sentifikat yang harus dipenubi
oleh pemasok jasa tidak dianggap sebagai hambatan untuk akses
pasar menunat Pasal XV GATS.

34 Peter Van den Bossche, Daniar Notakusumah, & Joscph Wira
K ozsnaidi, Pengantar Hukim WTO (World Trade Organization),
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010:36
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yang artinya tidak membuat komitmen
apapun kecuali yang diatur pada bagian
umum. Hal ini berarti masalah akses
pasar, perlakuan nasional untuk buruh
migran yang masuk kategori mode supply
4 itu tunduk pada hukum nasional negara
yang bersangkutan. Ketika satu anggota
membuat komitmen atas akses berarti
tersebut laelahmengjkam pada
tingkatan akses pasar telah ditentukan
jadwalnya® dan setuju untuk tidak
menerapkan hambatan akses pasar managun
yang dapat membatasi akses pasar melebihi
dari tingkatan atas akses pasar yang telah
ditentukan.? Komitmen-komitmen atas akses
pasar sering didampingi oleh persyaratan
Eembatasan untuk jasa-jasa tertentu. Oleh
arena itu sangat memungkinkan bahwa
beberapa hambatan atas akses pasar dijjinkan
walaupun kenyataannya komitmen terhadap
akses pasar telah dibuat atas sektor jasa
tertentu,

National treatment GATS tidak identik
dengan national treatment GATT yang
diterapkan terhadap semua tindakan yg
mempengaruhi atau berhubungan dengan
perdagangaan barang, kewajiban national
treatment dalam Pasal XVII GATS berlaku
hanya terhadap terhadap sektor jasa yang
secara tegas dicantumkan oleh negara
dalam schedule of specific commitment untuk
diberikan national treatment3? negara anggota
akan mencantumkan dalam daftar komitmen
mereka dalam kolom national treatment dari
jadwal komitmen-komitmen khusus mereka,
Apakah suatu negara anggota WTO membuat
suatu komitmen dalam sebuah sektor jasa
khusus tergantung dari negosiasi. Oleh
karena itu, Eada prinsipnya setiap Negara
anggota bebas menentukan apakah akan
membuat komitmen atau tidak. Komitmen
ini umumnya dibuat berdasarkan kondisi dan
kualifikasi yang membatasi ruang lingh;E
penerapan dari kewjaiban tersebut. Sched,

35 Lihat Australian Schedule of Commitment dokusen notmor
GATS/SC/6 15 April 1994, Malaysia Schedule of Commitment
GATS/SC/52/ 28 July 1995

36 Lihat Pasal XVI GATS:1

37 Lihat Pasal XVI GATS 2

3% Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, & Joseph Wica
Koesnaidi. op.cit:36-37

39 id 23
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of specific commitment dilampirkan dalam
GATS dan merupakan satu kesatuan dengan
GATS®

Selain melalui schedule cormitment, negara
juga dapat melindun%i kepentingannya
mglahu' perkecualian . Melalui instrumen
ininegara daﬁ’:t menegaskan terhadap negara
mana aturan larangan non diskriminasi dapat
dilanggar atau dikecualikan.

Faktor-faktor Penyebab Minimnya
Perlindungan Tenaga Kerja Migran
dalam GATS

Sebagaimana telah dipaparkan dalam
subbab sebelumnya, migrasi tenaga kerja
lintas batas Negara sangat tertinggal bila
dibandingkan dengan barang dan modal
{(investasi). Hal ini terjadi karena masih
besarnya hambatan perdagangan sektor
jasa kKhususnya untuk mode supply 4 tentang
movement of natural person. Ada beberapa
faktor penyebab terciptanya kondisi tersebut.
Pertama adalah kurang atau hampir tidak
adanya pengaturan multilateral yang memiliki
kekuatan mengikat pada anggotanya tentang
migrasi tenaga kerja khususnya low skilled
migrant worker. Hal ini diakibatkan oleh
tidak tersedianya lembaga internasional
Klang khusus menangani hal itu, United

ations High Commission on Refugee (UNHCR)
tidak memiliki mandat menangani migrasi
bermotif ekonomi.“! Pengaturan migrant
worker umumnya berwujud Bilateral Labor
Migration Agreement (BLMA) yang sifatnya
sof? law, BLMA sangat minim memberikan
Elerlindungan pada tenaga kerja migran.

mumnya BLMA hanya merupakan
supplemen dari aturan lokal terkait hak-hak
tenaga kerja migran, BLMA umumnya kurang
membuka akses pasar untuk tenaga kerja
migran, mengutamakan tenaga kerja dari
sesama daerah, dan mengijinkan tuan rumah
membatasi hak-hak tenaga kerja migran
lebih besar dibandingkan aturan yang ada di
lingkup regional. BLMA sering dibuat secara
rahasia, tidak dapat diakses publik.

Kedua, perdagangan barang dan investasi
adalah area dimana mayoritas Negara tertarik

40 1hid
41 Jennifer Gordon, op.cit:1122

dan agresif melakukan dan memperluas
hubungan daiangnya. Adapun migrasi
tenaga kerjaa area yang menurutNegara
maju lebih banyak membawa kepentingan
negara berkembang dan kurang memberi
keuntungan pada negara maju. Perdagangan
hjarang sifatnya resiproiitas mh:::unll\t 1;1ereka,
adapun migrasi tenaga kerja ubungan
sea?ah. H%:bungan searah grena b% i
mayoritas negara maju migrasi tenaga kerja
murni tindakan impor bagi meteka,gl::arena
hanya tenaga kerja dari negara berkembang
dan terkebelakang yang akan bermigrasi ke
negara maju. Sebaliknya tenaga kerja mereka
tidak akan bermigrasi berburu pekerjaan ke
negara-negara berkembang dan terbelakan
yang memberikan upah jauh lebih rend
dibandingkan upah yang mereka terima di
negara sendiri.

Ketiga, mayoritas negara maju, berkembang,
dan terkebelakang berpandangan bahwa
migrasi tenaga kerja dianggap sebadgai
ancaman terhadap tenaga kerja lokal dan
membahayakan sosial budaya mereka.£
Mayoritas negara meyakini bahwa migrasi
tenaga kerja melibatkan manusia yang berbeda
dengan barang. Tenaga kerja migran akan
bersosialisasi dengan patnernya, memiliki
anak dan keluarga, mengirim penghasilan
untuk keluarganyadinegara asal, menciptakan
jaringan kerja yang berpotensi mengubah
Egla perekrutan tenaga kerja dimana mereka

kerja. Tenaga kerja migran akan sering
berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami
masyarakat di negara tuan rumah, beribadah,
dan memiliki kebudayaan yang berbeda
dengan negara tuan rumah. Lebih lanjut,
tenaga kerja migran membutuhkan berbagai
fasilitas publik seperti perumahan, pelayanan
kesehatan, sekolah untuk anak-anak mereka,
dan lain-lain. Dengan demikian liberalisasi
tenaga kerja migran akan menimbulkan
masalah yang lebih komplek berikut ancaman
stabilitas sosial, ekonomi, politik, budaya bagi
negara tujuan dibandingkan migrasi barang
dan modal.4?

Keempat, ada tujuan yang tidak simetris
danberlawanan antara negara tujuan dengan
acal tenaga kerja migran. Negara tujuan yang
umuminya negara maju cenderung membatasi

42 fhid- 1131
43 Jbid.
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dengan ketat in'ligrasin&a sementara negara

asﬂberkﬂngma.n tkan kesempatan
yang lebih besar untukpi:arganya belitaérja

di luar negeri. Besarnya perbedaan besaran
upah di negara asal dengan negara tujuan
serta omsr;pply ntguaga ketja tidak terdidik di
negara asal membuat negosiasi memperhas
liberalisasi bagi perdagangan jasa khu!;eu:mya
maode supply 4 hanya menarik bagi negara asal
tetapi kurang menarik bagi negara tujuan atau
negara maju.

Meskipun bank dunia telah dengan
memberikan statement migration as
development, dan berupaya meyakinkan
l;ahwa rdm teoretis agank gan barang

an perdagangan jasa tenaga kerja migran
memiliki fsu;ngsl yang sama penting untuk
kesejahteraan global, ahli kebijakan di banyak
negara berpendapat bahwa migrasi tenaga
kerja berbiaya tinggi bagi si tenaga kerja baik
dari sisi finansial mapun kemanusiaan. Buruh
mharus menempuh perjalanan jauh dan

ya, harus tercerabut dari lingkungan

dan keluarganya, anak-anak harus berpisah
dengan orang tuanya berbulan-bulan
tahunan. asal harus kehi tenaga
kerja ahlinya (loss brain power) bila banyak
tenaga kerja ahli memilih kerja di laur negeri
karena gajinya lebih tinggi dibandingkan
di negaranya sendiri. Devisa kiriman para
tenaga kerja migran juga banyak yan
habis hani::runtuk konsumsi dan hal-
lain yang kurang banyak memberi manfaat
pad?}a';fm negara asal. Sementara
iftu, bagi negara tujuan migrasi tenaga kerja
menimbulkan biaya sosFar: Oleh karena
itulah bagi para ahli kebijakan pilihan tidak
bermigrasi adalah pilihan yang realistis bagi
semua pihak.4

Kesimpulan

Terjadi ketidakkonsistenan yang
fundamental dalam liberalisasi perdagangan
antara liberalisasi barang dengan liberalisasi
jasa tenaga kerja migran melalui mode
supply 4, yaitu movement of natural persons,
khususnya terkait jasa low skilled migrant

44 Douglas S. Massey, Patiemns and Processes of International Mi-
gration in the 21st Century, 17-18, 27 (June 2003), httpe/f pum,
princeten.sdu/pumconfercnce/papers/1-Massey.pdf.diakses 30
Juni 2003,
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worker. Liberalisasi barang sangat lancar,
berbagai hambatan perdagangan barang
dihapuskan termasuk juga untuk masalah
investasi. Adapun liberalisasi jasa sangat
berjalan lambat dan tidak terbuka. Berbagai
hambatan bagi migrasi tenaga kerja masih

t mendominasi. Hal ini terjadi karena 4
(empat) faktor, yaitu minimnya aturan migrasi
tenaga kerja migran secara multilateral,

pandangan bahwa migrasi tenaga kerja hanya
menguntungkan negara asal, pandangan
bahaya it oleh membanjirnya

ang

tena, K ja migran serta pandangan biaya
hngg;gla ya;lmg harus dibayar brz:.ik olehg:intenaga
kerja migran, negara asal maupun negara
tujuan. Banyaknya hambatan khususnya
terkait imigrasi telah menimbulkan krisis
jumlah tenaga kerja migran tak berdokumen
di negara maju.
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